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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara; 

Penggugat,  tempat tanggal lahir Way Mati,  06 Maret 1986, umur 34 tahun,

pendidikan  terakahir  SD,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

rumah tangga, alamat di Kabupaten Lampung Timur, memberikan

kuasa khusus kepada Ahmad Mustofa,S.Sy, Advokat/Pengacara

dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di JL.

Lintas  Timur  Desa  Muara  Jaya  Kabupaten  Lampung  Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal,  13 April 2020 yang

didaftarkan di kepaniteraan PA Sukadana dengan nomor register

0495/SKH/2020/PA.Sdn,  bertindak  mewakili  pemberi  kuasa

mengurus hak serta kepentingan hukum, sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat,  tempat  tanggal  lahir  Pakuan  Aji,  14  Juni  1989,  umur  30  tahun,

pendidikan  SD,  agama  Islam,  pekerjaan  tani,  alamat  di

Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2020 telah

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Sukadana  dengan  Nomor  636/Pdt.G/2020/PA.Sdn,  tanggal  26  Mei

2020, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  saat  ini  Penggugat  bertempat  tinggal  di  kecamatan

Sukadana  Kabupaten  Lampung  Timur,  oleh  karenanya  menurut  hukum,
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pengajuan penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama

Sukadana.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri  yang sah menikah

pada hari Senin, 17 Juni 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Kecamatan  x  Kabupaten  Lampung  Timur  sesuai  dengan  Kutipan   Akta

Nikah No. - tertanggal 17 Juni 2019.

3. Bahwa  sewaktu  menikah  penggugat  berstatus  janda  dan  tergugat

berstatus  jejaka  dan  dilaksanakan  atas  dasar  suka  sama  suka,  setelah

menikah  antara  penggugat  dan  tergugat  tinggal  dirumah  orang  tua

penggugat  sampai  dengan berpisah,  dan antara penggugat  dan tergugat

telah  melakukan  hubangan  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (Ba’da

Dukhul) dan belum di karuniai seorang anak.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2019, rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  mulai  goyah,  sering  terjadi  perselisihan   terus  menerus,

adapun yang menjadi  penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat

dan tergugat sebagai berikut : 

a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi

b. Tergugat malas malasan dalam bekerja

c. Tergugat tidak mau pulang ke rumah penggugat

  Dalam  hal  ini  antara  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berupaya  untuk  mendamaikan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

memperbaiki  rumah  tangga  antara  pengugat  dan  tergugat  akan  tetapi

antara pengugat dan tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, dengan alasan saat Penggugat

menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang malas dalam

bekerja,  namun Tergugat  justru  marah pada Penggugat,  sehingga terjadi

pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah

bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tua Terggugat di Desa x, yang

berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini

sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya  dan Tergugat tidak diketahui
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alamat jelasnya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak

ada  lagi  hubungan  baik  lahir  maupun  batin,  dan  antara  pihak  keluarga

penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk mendaikan dan merukunkan

kembali  akan  tetapi  antara  penggugat  dan  tergugat  tetap  berkeyakinan

untuk berpisah.

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut  diatas,penggugat

telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup

berumah tangga bersama tergugat,maka oleh karena itu penggugat mohon

kepada  ketua  Pengadilan  Agama Sukadana dalam hal  ini  majelis  hakim

yang memeriksa dan mengadili  perkara ini,kiranya berkenan memberikan

putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 

PRIMAIR

1.  Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Mejatuhkan talak satu ba’in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap

Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau  apabila  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang,  bahwa  pada  sidang  pertama  Kuasa  Penggugat  hadir

menghadap  ke  persidangan,  selanjutnya  Majelis  memeriksa  identitas  kuasa

hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkan Tergugat

tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil  secara resmi

dan  patut  dan  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  bukan  merupakan  suatu

halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya

Tergugat;

Bahwa  Majelis  telah  berupaya  secara  sungguh-sungguh  dalam

menasihati  Penggugat  supaya  tetap  bersabar,  berdamai  dalam

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
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Bahwa,  berhubung  pihak  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan

sehingga  perdamaian  melalui  prosedur  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan

surat gugatan Penggugat tertanggal  14 April  2020 yang kemudian diperbaiki

dengan  perubahan  gugatan  pada  posita  nomor  5  (lima)   mengenai  tahun

puncak  ketidakharmonisan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

semula tahun 2019 menjadi tahun 2020; 

Bahwa,  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  tidak  dapat  didengarkan

jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa; 

A. Surat;

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk   a.n  Penggugat,  dengan  NIK  -  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten

Lampung Timur tertanggal 11 Juni 2019 bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  Akta Nikah No. - tertanggal 17 Juni

2019  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  x

Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi;  

1. SAKSI 1 umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal

di  Kabupaten  Lampung  Timur.  dibawah  sumpah  saksi  memberikan

keterangan di depan persidangan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat

dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi  Penggugat  dan Tergugat  menikah

pada bulan Juni 2019;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan  harmonis, akan tetapi  sejak bulan Oktober 2019

sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  pernah menyaksikan Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar sebanyak 1 kali;

- Bahwa  sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat

dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja;

- Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  sejak  bulan  Januari  2020

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih  4 bulan  dimana Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dari

rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat. 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

tinggal di Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan

keterangan di depan persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat

dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat

- Bahwa sepengetahuan saksi  Penggugat  dan Tergugat  menikah

pada bulan Juni 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan rukun dan  harmonis, akan tetapi  sejak bulan Oktober 2019

sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi pernah 1 kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa  sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat

dan  Tergugat  dikarenakan  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab

terhadap ekonomi rumah tangga dimana Tergugat malas bekerja;

- Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut  sejak  bulan  Januari  2020

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih  4 bulan  dimana Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  dari

rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat. 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti  lagi  dan mohon

putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui

kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai

dengan  Pasal  145  R.Bg  jo.  Pasal   26  ayat  (1),  (3),  (4)  dan  (5)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  menilai

perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

             Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan

perkara  secara  elektronik  sebagai  Pengguna  Terdaftar,  maka Majelis  Hakim

telah memeriksa identitas para kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran

perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah

hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh

karena  itu  persidangan  secara  elektronik tidak  dapat  dilaksanakan  dalam

perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)  Peraturan Mahkamah
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Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik jo.  Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, para kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat

untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang

keabsahan  penyumpahan  advokat  berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah

Agung  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015  Tahun  2015  Perihal  Penyumpahan

Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat,  oleh  karena itu para kuasa hukum Penggugat  sah untuk  mewakili

Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis

Hakim  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  menasihati  Penggugat  supaya

tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  didampingi  kuasa  hukumnya

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  perkara  ini  dikecualikan  dari  kewajiban  mediasi  karena

termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat

yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat

(2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dengan  demikian  telah  terpenuhi

ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  menilai

perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  gugatan  Penggugat  dan

mendengar keterangan Penggugat di persidangan, dan Penggugat menyatakan

ada perubahan  perbaikan  surat  gugatan pada posita  nomor  5  terkait  tahun
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terjadinya puncak perselisihan yang semula tertulis tahun 2019 menjadi tahun

2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak

mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta

disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan

tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  posita  gugatan  Penggugat

tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita  gugatan

Penggugat adalah  Pasal  19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975, jo. Pasal 116 huruf f   Kompilasi  Hukum Islam, dengan demikian yang

menjadi  pokok masalah dalam gugatan cerai  ini  adalah apakah benar  yang

dipositakan  oleh  Penggugat  atau  apakah  benar  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak

ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan

maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3

Tahun  2015  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan,  Kamar  Agama:  Pemeriksaan  secara  verstek  terhadap  perkara

perceraian  harus  melalui  proses  pembuktian  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  sedangkan  pemeriksaan  perkara  selain

perceraian  harus  menunjukan  adanya  alas  hak  dan  tidak  melawan  hukum

(Pasal  125  H.I.R/Pasal  149  R.Bg),  maka  Penggugat  tetap  dibebankan

pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat

dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan

cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan

Penggugat dengan Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat
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formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  akta  nikah  Penggugat  dan

Tergugat) merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti a quo telah

dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat

dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya

bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig

bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam

Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285

RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13

tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan

syarat mutlak (conditio sine qua non) yang diajukan oleh Penggugat tersebut,

telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum  pernah  becerai,  maka  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai

Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perkara  ini  (persona

standi in judicio);     

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,

Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang

bernama  SAKSI 1  sebagai saksi 1 Penggugat dan  SAKSI 2  sebagai saksi 2

Penggugat  yang  masing-masing  sebagai  saudara  sepupu  Penggugat  dan

tetangga Penggugat;

Menimbang,  bahwa karena saksi-saksi  yang dihadirkan Penggugat ke

dalam  persidangan  sebagai  orang-orang  dekat  dengan  Penggugat  dan

Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu

ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai

ketentuan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-undang   Nomor  7   Tahun   1989,

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang  Nomor 3  Tahun  2006,

sebagaimana  telah  dirubah  yang  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50

Tahun 2009, jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, jo. Pasal 134 Kompilasi  Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4

R.Bg..  Majelis  berpendapat  saksi-saksi  tersebut  dan  keterangannya  telah
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memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat keterangannya saling

bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil  Penggugat  yaitu kedua

saksi  mengetahui  peristiwa pernikahan Penggugat  dan Tergugat  pada bulan

Juni 2019, mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di

rumah kediaman orangtua Penggugat dan belum memiliki  anak, mengetahui

perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat   baik  sebab

perselisihan  pada  bulan  Oktober  2019  yaitu  Tergugat  kurang  bertanggung

jawab terhadap ekonomi  rumah tangga dimana Tergugat  malas bekerja dan

Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan saksi-saksi mengetahui

akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah pada Januari

2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua

Tergugat, kedua saksi telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi

mendamaikan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  tersebut  menjadi  dasar

pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam

persidangan  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil   pembuktian,  maka

Majelis  berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  batas  minimal

pembuktian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  308  dan  Pasal  309  R.Bg,

sehingga  saksi-saksi  tersebut  dan  keterangannya  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  tertulis  (P.1)  dan  (P.2)  serta

keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada bulan Juni 2019 dan belum pernah bercerai; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;  

3. Bahwa  sejak  Oktober  2019  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab

terhadap ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu

rumah sejak bulan Januari  2020,  sekurang-kurangnya selama 4 (empat)

bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan;

3. Bahwa Perselisihan tersebut  sudah mencapai  kadar,  sifat  dan bentuk

yang sulit untuk di damaikan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun

kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang

berbunyi 

طلقة           القاضى عليه فطلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya  :  Di  saat  isteri  sudah  memuncak  kebencian  pada  suaminya,

maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

2. Kaidah Fikih    

جلب     من أولى درءالمفاسد

المصالح

      Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya  antara suami
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isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  jo Pasal  116  huruf  f

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta tersebut  serta kesimpulan

Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil

gugatan  Penggugat  tentang  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan

hubungan  yang  tidak  harmonis  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

pergaulan suami isteri  dan upaya damai tidak berhasil,  maka Majelis Hakim

sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

ÞÏ ÇÎÊÇÑ ÇáÅÓáÇã äÙÇã ÇáØáÇÞ Ííä ÊÖØÑÈ ÇáÍíÇÉ ÇáÒæÌíÉ æáã íäÝÚ Ýíå äÕÍ

æáÇ ÕáÍ  æ  ÍíË  ÊÕÈÍ  ÇáÑÈØÉ ÇáÒæÌíÉ  ÕæÑÉ ãä  ÛíÑ ÑæÍ  áÃä  ÇáÇÓÊãÑÇÑ

ãÚäÇå Ãä íÍßã Úáì ÃÍÏ ÇáÒæÌíä ÈÇáÓÌä ÇáãÄÈÏ. æ åÐÇ ÊÃÈÇå ÑæÍ ÇáÚÏÇáÉ.

Artinya: Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan  rumah

tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan

perdamaian  di  mana  hubungan  suami  isteri  telah  hampa,  karenanya

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara

yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa

keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim tidak

dapat memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat

karena tidak pernah hadir secara in person, namun Majelis selalu memberikan

arahan kepada kuasa Penggugat untuk membantu mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  tanggal  17  Maret  1999  Nomor  237/K/AG/1998,  bahwa

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lain, hal  ini  adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan

dalam suatu perceraian;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah  dan  upaya  damai  pihak  keluarga  tidak  berhasil,  karenanya  sejalan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26

Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, ”Suami isteri  yang telah

hidup pisah rumah  menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak

mungkin  didamaikan  lagi,”  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  kualitas

pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  telah sampai  pada pertengkaran dan

perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri

sah  tidak  mau  lagi  hidup  satu  atap  karena  berselisih  dan  bertengkar  terus

menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak

rukun  dan  dinilai  perkawinan  tersebut  sudah  pecah  (marriage

breakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat

mewujudkan  perkawinan  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh  Allah  S.W.T.

dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah

tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  berkesimpulan  bahwa  alasan  perceraian  yang  diajukan

Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas lex spesialis drogat lex

generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya

seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;
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Mengingat  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Mejatuhkan  talak  satu  ba’in  Sughra  Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  17  Juni  2020  Masehi.  bertepatan

dengan  tanggal  26  Syawal 1441  Hijriyah. Oleh  kami  H.M  Kusen  Raharjo,

S.H.I.,M.A sebagai  Ketua  Majelis,  dan  Sena  Siti  Arafiah,  S.Sy  serta  Intan

Miftahurrahmi,  Lc  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota, putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni

2020  Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah. oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Faizal Habib, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Sena Siti Arafiah, S.Sy H.M Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc 

Panitera Pengganti,
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     Faizal Habib, S.H.I

Perincian biaya :

-  Biaya Pendaftaran :Rp  30.000,00

-  Biaya Proses :Rp  50.000,00

-  Biaya Panggilan :Rp 450.000,00

-  PNBP Panggilan :Rp  20.000,00

-  Biaya Redaksi :Rp  10.000,00

-  Biaya Meterai :Rp   6.000,00

J u m l a h :Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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